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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan:  

1. Tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar dalam menembak mati 

masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi menolak tindakan kudeta 

militer merupakan tindakan pelanggaran HAM berat yang mana 

tindakan yang dilakukan dikategorikan kedalam Kejahatan terhadap 

kemanusiaan. 

2. Bentuk tanggung jawab yang semestinya harus dilakukan oleh 

Pemerintah Myanmar adalah melakukan pemulihan terhadap 

masyarakat yang menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh 

junta militer Myanmar. Bentuk-bentuk pemulihannya yakni restitusi, 

kompensasi, rehabilitasi serta jaminan kepuasan terhadap masyarakat 

yang menjadi korban. Tindakan pemulihan ini bukan hanya mengenai 

ganti kerugian secara materiil tetapi juga mencakup semua aspek yang 

ada yaitu: mencakup keadilan, prosedur/mekanisme dan jaminan-

jaminan lain yang memastikan korban mendapatkan akses terhadap 

pemulihan atas penderitaan yang mereka alami serta pemulihan yang 

efektif, meskipun hal-hal tersebut belum ada kejelasan pelaksanaannya.  

Oleh karena itulah, kedaulatan suatu negara tidak bisa dijadikan suatu 

alasan bagi Negara Myanmar untuk terbebas dari segala tanggung 

jawabnya atas pelanggaran HAM yang terjadi di daerah teritorial 
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dan/atau kedaulatannya sebagai cerminan atas tanggung jawab negara 

terhadap perlindungan HAM bagi warga negaranya. Tanggung jawab 

itu melingkupi juga kewajiban suatu negara dalam melindungi dan 

menghormati hak asasi tersebut secara efektif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai 

berikut:  

1. Pemerintah Myanmar sebaiknya segera melakukan langkah-langkah 

penyelesaikan konflik politik yang terjadi antara junta militer dan 

pemerintahan sipil agar terciptanya kondisi politik yang stabil untuk 

melegitimasi pihak yang mampu menjalankan pemerintahan di 

negara Myanmar.  

2. Mengharapkan adanya tindakan secara konkrit dari pemerintah 

Myanmar dalam mengungkap pelaku kejahatan hak asasi manusia 

yang berat guna bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum 

serta untuk melakukan pemenuhan hak atas demonstran serta warga 

sipil yang menjadi korban penembakan junta militer.  
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